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ABSTRA.CT

Intemational business relatlon rs a relatror bet$een a seller and a buver sirch lmplies a

forcign elcment in ii and rs also bourd in ar rnlernatronai tradrng co.lracr Not orl_! rs rhs
relallon oflen faced uuh some obsructrons owng ro ihe change of a condltron fhich
rDfluences the essence of contnct but rt inlluences the process of good os nershrp nansfer
.ind the pay,neDt as wcll. B€ing the impact ofthis, inrernalional co,tract mrght bc amcnd.d
as far as it does nor touch lhe essence ol contract. The goods o\rDership ,hall nro\e ro rle
bu_ver when it is loaded ito the ship, on lhe other ahand, rI might lilole back ro the seller rf
rle buyer fa s to pay m accordance wnh &e agreemenr Then. the process of paymenr is

done by opening the credrl docLrmenr on behalf of rhe seller. This paper drscusses olo
IhrDgs, one is an iriernatronal sale transactron a.d another one is lrtcrirational conna.t

Kata kunci: Jual Beli. Transnasional.

I. PENDAHULUAN

Hubungan hukum (recht verhouding aLa\t legetl reldliofi5hip) .\ang
timbul dari hubungan perdagangan tlansnasional adalah hlrbiingan antara
pihak penjual dan pembeli yang mengandung unsur asing, dalam hal ini para
pembeli luar negeri. Dalam perdagangan ini ada dua aspek pokok laitu
transaksi perdagangan intemasional dan kontrak intemasional. Kedua aspek

tersebut merupakan bahasan utama dalam tulisan ini.
Menurut D.M. Day transaksi perdagangan luar nege alau

i Lel alionul sule tra sucti) is in essence a sale of gaods dnd ptesents all
those cannteraial ancl legal problens i helent in an.\ sdle o/ gaads lts
spedul leatures arise.fron the siDryle fdct that seller ontl bqer are bdsed i
dillerent countt'ies (Day, 1975i 20). Sesuai dengan definisi ir1i, penulis

memfokuskan bahasan tullsan ini pada perdagangall inlemasronal yang

obyeknya barang (benda).

Dari definisi di atas ada ciri khas dalam transaksi perda.qangan

internasional yaitu penjual dan pembeli berasal dari negara yang berbeda.

Apabila dihubungkan dengan lndonesia, maka dalam hal ini bisa leriadi

'Stafpengajar Fakukas IIukun Unr ersllas 17 -{gustus I945 Jakafla
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penjual sebagai pihak Indonesia sedangkan pembeli sebagai pihak luar

negeri atau sebaliknya. Dalam tulisan ini penulis hanya mcncoba menyoroti

perdagangan transnasional yang terjadi melalui ekspor dari lndonesia.

Dengan demikian pihak yang dimaksud di sini adaiah pihak lndonesia

sebagai penjual sedangkan pihak luar negeri sebagai pembcli.

II. PT]RMASALAH-{N

Transaski perdagangan intemasioial yang dilakukan dengan kontrak

intemasional mempakan suatu model perdagangan yang tidak bisa

dihindarkan. Dalam kondisi ekonomi global, hal itu malah nreniadi tunllrtan

bagi setiap negara untuk tidak menghindarinya Khusus kontrak irltemasional

tenlang jual beli barang, melalui ekspor dari Indonesia kerap dihadapkan

pada persoalan hukum yang belum cukup diatur dalam hukum nasional

Indonesia. Karena itu bentuk kontrak mcrupakan pilihan yang dapal dllcrima

oleh kedua belah pihak.

Suatu kontrak perdagangan menjadi mengikar mana kala lelah

memenuhi syarat kesepakatan. Karena itu para pihak berkc\\aliban untuk

saljng memenuhi prestasi yang disepakali dalam kontrak terscbLrt'

Persoaltr,rnya adalah sebelum prestasi itu dilaksanakan kerap lerjadi adanya

perubahan-perubahan keadaan, yang berpengaruh pada kontrak tersebut'

Berkaitan dengan itu, banyak pertanyaan yang perlu cari solusil]va Penafia,

apakah dengan adanya perubahan keadaan itu, kontrak dapal dilakukan

perLrbahan? Kedua, bagalnT ana peraiihan kepemilikan barang dalanl konlrak

intemasional? Ketiga, bagaimana mekanisme pembayaran yang alnall delam

kontrak intemasional mengenai jual beli barang? Inilah bebcrapa

permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini.

III. PEMBAHASAN

Sebagajmana umumnya jual beli, jual beli barang inlernasronal tuga

didasarkan pada suatu kontrak jual beli barang, dalanr hal rnr secara

intemasional, yang sel:mjutnya dalam luljsan it,]i disebul konl'ak

intemasional". Dalam kontrak intemasional ini tidak han)a nen\angkut

penentuan barang-barang yang harus diserahkan oleh penlual k"pada

pembeli dan harga yang harus dibayar oleh pembeli, telapi juga men\ anskut

aspek pengangkutan dan asuransi. Pengangkutan baran-s lnr lerladl

,ntu-"guau yung dupat melalui laut atau udara. Semenlera i!11 aspek a'Lr'ensl
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ini berkaitan denganjaminan barang selama dalam perjalanan sampai tempat
tujuan.

_ 
Berkaitan dengan bamng yang diperjualbeliktur, ada dua hal pokok

yane harus lliperhatikar. Pertama adalah cam penyerahannya, dan iedua
adalah asuransinya. Cara penyerahan barang kerap kali dipengaruhi oleh
jenis atau macam barang yang akan diserahkan dan aiat petg;ngkLrtnya yang
han-rs disesuaikan dengan jenis atau kondisi barang tersebut. Selaniutnva
mengenai asur.rnsi ddalah ddlam rangka mengalinkan risiko yang
kemungkinan terjadi dalam proses penyerahan barang, yang dapat merugikan
kedua belah pihak.

Di sisi lain, dalam perdagangan ini perlu diperhatikan pula masalah
yang berkaitan dengan harga. Ada dua masalah pokok yang perlu
diperhatikan, yaitu saat atau waktu pembayaran oleh pembeli dan mengenai
sistem pembayarannya. Masalah ini harus ditetapkal dalam kontrak
intemasional- Hal ini sepedi dikemukakan oleh J. Spier, bahwa:

"De eest |oot-kohende overeenkomst is steltig.tie wuafiij goerteren \|o et ge a/
terkocht. Deze oyereenkomste staan. oak internatianuat ih toe e en.te nak h de
belangsrellhg. Getrncht ,$rdt om te die aken interMtionale regels te onh-erye
die een niet onbela sijkdeelra .te pnpteme o o rri:r,,(Spier. 1985: 112).

Lebih lanjut, Spier mengatakan bahwa kontrak intemasional hams
memuat hal-hal pokok:

"Onder |eet heer moet cen re?etins wo ten seD.allen wol de |otsehtte
ontieryerpe :
I de duu wn.le owrcetkom (',,oaEow t.ttl toepassing), en rte mogetrkhei.t tat

hce, n.l, cn{ -n\d ", t" oP-cerc, ry, t a _

2- de \,U.e ydn letering der goederen, in .lit refidnd kuk en .te itotem! yo ut
.nt,

3 de gewlgetyan \tanprestatie wn een der patijen,
4- de \|ij.e et het tr.Ltip wn betaling, zonede te yotutanwuatin (teze bet

plaatsyindeh, betefi het een wispeltunge ofaan sterke op- ofneemaarrse druk
ande etige Eeldsoai, ||arc wor hetyalut.tisi.a een regeting te onnlerpen;

5 hoe de dansprakelikheid (tan .te tderende pattt) is gercgeld,
6- ]n wlke getdllcn de yerplichtingen kunnen *orden op4erchort tcontdctuele

ow/nt)thxintulling)i
7 de bevoegde geschillenbestechter trechter afafiitet:
3 het toepassettJk recht" (Spier, 1985:1l3-114).

Dari definisi tersebut, tampak bahwa dalanr kontrak intemasional
terkait pula kontrak-koltrak lainnya, yang harus dilakukan. Kontrak-kontrak
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lainnya dimaksud misalnya kontrak dengan pengangkut, komrak dengan
penrsahaan arusansi, dan kontrak dengan bank mengenai mekanisme
pembayaran barang. Lebih dari itu, apabila kontrak intemasional ini
melibatkan para perantara, misalnya perantara dalam bidang asuransi, agen-
agen ekspedisi, perantara dalam pemuatan barang. dan sebagainva. harus
pula dilakukan kontrak-kontrak dengan pihak perantara tersebut. Dengan
demrkian, maka tidaklah heran apabila D.M. Day mcngatakan: " ..y'hat the
businessman fi.tay see as a single ttansaction tends to appeur io the larter
as a complex of co lrdcls, each y'ith its a\|n pdrties dnLl inaicle ts but tlll
teldted to the central contract ofthe sale afgood' (Day,19751 l0).

Dalam transaksi jual beli barang intemasional, fakfol menlilih bentLrk

kontrak, dalam hal ini kontrak-kontrak intemasional yang relah diakui
seluruh dunia, memegang peranan sangat penting. Hal ini karena bentuk
kontrak kerap menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Ker-lLgian itlr
terpaksa harus diterima, karena dengan memedma suatu kontrak. para pihak
dianggap menerima seluruh peristi*a atau keadaan nomlal )ang terkait
de[gan kontrak tersebut, kecua]i bila ditetapkan dengan regas suaru
pel-syaratan atau ketentuan yang berla$anan. Dengan mcmjith jenis konuak
tertentu, maka akibat hukum apapun, termasuk kerugian yang limbul
diterima sebagai konsekuensi.

Daiam hubungan di atas, dapat dikatakan bah*a suatu kontrak
intemasional yang dibuat atas dasar syarat niaga intemasional (.itternutionul
commercial terms), dalam hal inj adalah sya$t free on board (FOB)
menyebabkan kepemilikan barang akan bcralih kepada pembeli apabila
bamng-bara[g itu telah dimuat ke dalam kapal (Ovcrseem, 1976: 1,1).

Apabila dipilih syarat ini, maka segala akibat yang timbul setelah barang
dimuat ke dalam kapal menjadi tanggungjawab pembeli.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus "Carlos Federspiel & Co.
Mela$,an Charles Twigg & Co. Ltd. Dalam kasus tercebut lergugat
mengadakan perjanjian untuk menjual sejumlah sepeda kepada pembeli-
pembeli dari Amerika Selatan. Sepeda-sepeda itu telah dikemas atau dipak
dan shipping marks telah dilekatkan pada peti-peti kemas untuk dikirinlkarl
kepada para pembeli, sement a perusahaan penjual dilikuidir. Para pembcli
menuntut sepeda itu atas dasar bahwa mereka telah menepati atau mernenuhi
kontrak dan pemilikan sepeda itu telah beralih kepada pembeli. Tergugal
nrembela diri dengan dasar bahwa kontrakjual beli sepeda itu ditutup dengan
syarat "FOB". Dengan disepakatinya syarat ini maka argumeniasi penggugat
(para pembeli) tidak beralasan, karena dengan syarat ini para pihak dianggap
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telah efektif menyatakan secara tidak langsung beralihnya kepemilikan
sepeda motor pada saat barang-barang itu dimuat ke dalam kapal, sedangkan
dalam kasus ini barang belum dimuat ke dalam kapal.

Selain syarat "FOB", dalam kontrak intemasional j uga dikenal syarat
lan, yartu: free alongside the snrp (FAS); cost, insurance, freight (ClF\;
arrival (Ex-ship); free deliverd aldn deliverd duty paid atau disebut .iuga

franco domicile (Day,l975t 40, 52,19, 80); franco beding, darl, documentair
krediet (O\erce1n, 19'16: 44 d,^n 45). Meskipun syarat-syarat tersebut,
terutama "FOB" telah diakui secao world-wide, namun belum dapat
menghilangkan keraguan tentang tanggung jawab para pihak. Hal ini
mengingat, sistem hukum yang berbeda mempunyai pandangan-pandangan

yang berbeda pula mengenai akibat hukumnya.
Apabila melihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat

KI-rHPer) Indonesia yang berlaku, syarat "FOB" merupakan penyimpangan

dari ketentuan Pasai 1393 Ayat (2) (yang menyatakan pembayaran di tempat
si beryiutang atau di tempat si berhutang), atau Pasal 1461 (mengenai

tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung, atau

diukur), dan Pasal 1476 (mengenai biaya penyerahan dipikul si penjual.

sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli). Penyimpangan ini
masih diperkenankan apabila dikehendaki bersama oleh para pihak. Karena

itu, untuk memperlancar pelaksanaan perdagangan intemasional, diusah:rkan
para pihak menyusun ketentuan-ketentuan (kesepakatan-kesepakatan) untuk

diterapkan terhadap jual beli intemasional sebagai kekecualian terhadap

hukum nasional (mrricipal law) ata:u dengan perkataan lain ada usaha-usaha

unifikasi.
Pada tahun 1964 telah diadakan suatu konferensi di Den Haag

Nederlard, yang diikuti oleh pihak-pihak: Nederland, Belgia, Republik
Federasi Jerman, Gambia, United Kingdom, Israel, ltali, dan San Marino.
Konferensi itu telah menerima suatu konvensi intemasional mengenai jual

beli barang secara intemasional yang dikenal dengan istilah "loi aiforms
surla vente intemationale des objeks mobiliers carporels" (u/tiforn la\, of
the international sale of goods atau eenvormige wet inzake de inlerndtionale
koop van roerende lichanelijke zaken\ yang disingkat LUVI. LUVI
diundangkan di United Kingdom sebagai "Unrftrm La\rs on lnternalional
Sales Act 1967" dar dinyatakan mulai berlaku pada tahun 1972. Meskipun
demikian, uniform laws ini berlaku bagi pam pihak yang secam tegas

menerimanya, artinya apabila ada pihak-pihak yang tidak tegas mene manya
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maka uhifo fi laws ini dapat dikesampingk?rn sepanjang menyangkut hukum
Inggris (Day, 1975: 40).

Apabila diperhatikan, LUVI tidak mengatur syarat-syarat yang sering
terdapat dalam jual beli barang-barang petdagt\g \ (handelswaren) dengan
pengangkutan laut atau darat, seperti syamt FOB, ClF, dan lain-lain
(Overeer[ 1976: 44). Sebaliknya LUVI mengatur hak dan kewajiban para
pihak dalam suatu kontrak jual beli barang, ant?ua lain:
1. di mana dan kapan si penjual diwajibkan untuk menyemhkan bamng-

barang itu dan si pembeli untuk membayar;
2. hak-hak pembeli bilamana barang itu tidak diserahkan pada Tvaktunya

atau ditempat yang benar;
3. hak-hak dalam keadaan-keadaan di mana si penjual tidak memenuhi

kewajibannya untuk menyerahlan barang-barang itu sesuai dengan
koiltlak;

4. bagaimana dan kapan si pembeli harus mengajukan protes terhadap

breach of contract;
5. bagaimana dan kapan diperkenanlan adanya suatu alasan yang s?ih untuk

tiada prestasi atau pelaksanaan janji atau kontrak.
Pokok-pokok hak dan kewajiban di atas, perlu diperhatikan oieh usahawan

lndonesia sebagai penjual atau si pembeli asing di luar negeri, dalam
mengadakan kontrak perdagangan Intemasional. Untuk itu, para pihak perlu
memperhatikan ketentran dalam uniform la\r on the formation of contracts

for intemational sales of goods tahun 1971, karena menurut ketentuar ini
kontrak mulai terbentuk saat kontrak itu ditutup berdasarkan penesuaian

antara penawaran dan permintaan.
Mengenai lembaga penawaran, dalam banyak hal dianggap mengikat

pihak yang mengadakan penawaran, kecuali bila dinyatakan secara tegas

bahwa penawaran itu tidak mengikat orang yang mengadakan penauaran.

Pengecualian ini hanya bisa tedadi pada jenis penawaran yang tidak
menglkat (wijbl1vencle aanbeiding), seperti yang terdapat dalam Pasal 6l

219 Ayat (2) Nieue Burgerlijk lyetboek (BW). Mengenai penawaran yang

mengikat, kekuatannya dapat dibatasi dengan jalan menetapkan batas waktu
mengikatnya.

KUHPerd Indonesia tidak mengatur mengenai lembaga pena\laran

dan penerimaan. Di sini hanya diatur mengenai persyaratan sahnya suatu

kontrak, yaitu harus memenuhi empat syarat, sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320. Salah satu syaratnya adalah adanya kesepakatan antaE kedua

belah pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak. Dari ketentuan ini, maka
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sepanjang kontrak iru disepakati oleh kedua belah pihak, maka konhak itu
mengikat keduanya.

Di negeri Belanda, lembaga penawaran dan penerimaan telah
memperoleh pengaturannya dalam Kllllper yang baru lpasal C 21.7 Ayat
(2)]. Di sana pembentukan kontrak ditentukan oleh \efibaga aanbod
(pena\taran) dan aantaardig (penerimaan), sama sepelli yang diatur dalam
rniform law ot1 the _formatian of contract, antara penjual dan pembeli.
Artinya saat terjadi kesesuaian antda penawaran atau penerimaan baik yang
dilakukan oleh pihak Belanda dengan pihak asing atau sebaliknya, saat itulJ
kontmk internasional terbentuk.

Persoalan penawaran dan penerimaan di atas berkaitan dengan
keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Seperti hahya
dengan kontrak jual beli pada umumnya, si penjual enggan melepaskan
barang yang dikuasainya tanpa mene ma pembayaran, kecuali si penjual
memperoleh semacam jaminan pembayaran. Sebaliknya, si pcmbeii juga
enggan membayar sebelum menerima barang yang dibeJinya. kecuali si
pembeli dapat dibori semacam hak menuntut hukum atas barang-barang itn.
Dengan demikian, di sana terdapat hukum yang dikenal deigan.,reserrdtian
of ownership atau eigenclams voorbehoud, yang benujuan memberi jaminan
titAerhad\ kepada penjual dkan pembayae.ln dJn Lenada pembeti akun
barang yang dibelinya. Semula. di Nederland. hal semacam ini belun ada
ketentuan yang mengatumya, namun dengan adanya (BW banr) hal itu diatur
dalam Pasal 3t 92. Pasal ini menyebutkan:

"Heefeen ayerce komn .le strckkin] ddt de een .nh rte eigentlon yan ee zaak .tia
in tie ntkht yan de a .ler \|oklt gebracht, r.)orbehou.tt totltut een doot de a%tet
verschuldtg.le tegc preeatie is wl.{nan, r{an w)rth hi) \,er oed .L.h te yefiinden bt
overdratht van l" zdak aan le o"det c,nds opschorretrte noh\aa t! nn
\)okloenirg nn die prcstatie".

Kunstruksi resetvation of ownership adalah suatu perikatan untuk
pengalihan atas dasar syarat penangguhan (opschorten(le yaorwdarde) dari
pemenuhan prestasi sebagai balasannya (tegenprestatie). Dalam
hubungannya dengan kontrak jual beli, maka si penjual dapat menahan
kepemilikan obyek perjanjian/konhak oleh pentbeli sampai dengan harga
beli obyek teisebut telah dibayar secara penuh. Dalam hal ini, obyek vang
terjual digunakan seb agai janilinan (zakenheld atau .recr,"it-|.) atas pembayaran
dan keLrntungan si penjual. Apabila si pembeli gagal melakukan pembayaran
atas harga beli yang telah disetujuinya, si pembeli dapat memperoleh
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kcmbali kcpcmilikaln atas obyck tcrscbut SclallJuinya si pcllJual mcmiliki

kcbcbasan untuk mcllJual kCmbah obyCk(barang)tCrsCbllt(Schu■ ,1983 92

93)

Bcrdasalaln hal hJ di ataS,SCorttg pcllluJ yang ingn mclindungi

d■inya dari kcadaan llsο ′νθ
“
″θ dapat mcn31ukan PCrsyaratall″ごsα,α″οηグ

01'ηθパ乃夕 PCrSyaratan ini bukan dimakSudkan suatu pcnnbcrian krcdn

(た
/θ″iαツθ/″″″g)mClainkan bCllll uan untuk mcmpcrolch pcmbayarm

scccpatnya,sCtClah tC」 adi pCnyCrahall barang(47θνaルg)(Asscr,1985:

451)Bagi lndOncsia,pcrsyaratan inl tidak diatur dala l〕
1【UHPcr lndOncsia

karcna kctika BW (lama)BClanda bcrlaku di lndonCSia dan kcllludian

dttadikan KUHPcr lndoncsia bclulll llncngatur pcrsyaratan tcrSCbut

Akibatnya,pihak lndoncsia dalam mcngadakan kontlak intcrnasional dcngan

ncsara lain tidak dapat mcminta pcwaratan itu dilakukan

Di ltali dan Jcman syarat rcSCrvasi tcrdalap dalam syarat‐
syar●

kontrak bttKu(s″
“
′αα

'い
οο″ll αα″″θ″),tanpa hartls mC]■PCThatikal apakah

s、 arat 7`sθ P″わ″げ οW4θパ乃́ SCCara tcgas thh asct■ ■ 誠au ldak

Artinya, pala pihak hanya lnlcncrlllna atau tidak kOntrak standar yan3 di

dalanlnya tclah mcmuat syarat rcsc● asi tcrscbut

Di Pcrancis, syarat rcscrvasl tclah dittur, namtln syarat itu hanlS

dlsctttui sCCara tcgas olch Para pihak yang mcngadaltan kontrak Di●
ni、

svalat ini tidak mutlak bcrlaku, karcna apabila para pihak atau salah sattl

Pihak tidalN mcnyctttui Syarat inl, maka syarat ini tidak digunakan

iittiよ

瞥
ll[」Ill:I::J::il::::籍

llillilIllllは
Il:!Ittil

ddam waktu 4(cmpa)bulall Apおna dalalll jallま a waktu 4 bulall tcmy“ a

pcmbditidaK mampu mcmbwamya,mtta pcttual mcminki kcnlbJi barang

itu

DaH uraian di atas,apabila dihubtlngkan dcngan dCnganヽ
Vanprcstasl

(di B｀V baru Bclanda wanprcstasi tidak digunakan lagi, yang digunakall

adalah′οο″θたθ
“
らα″ ′θたο″たο″,′,g),ada pclbCdaan prinsip antara r■ θn`″θ″

ぽοW″θパみヤ dCngan wallprcsta● dalam hal kcpcmilikan kcmb」 i barang

鵬靡器r溜胤
蠍

i瀞
彙鱗kontrak krcna vヽanprcstasi,  scdal

mcnggunakan syaat ″Sε′γcll′ 0″ り
mdaksallよ an pcmbayaran barang yhng thh disattll nya,maka d PC■

uJ

nlcmpcrolch kcmbali hak kcpcr.nilikan barangnya(HOndius、
1983:93)
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Persoalan lain yang muncul adalah tidak dipenuhinya kontrak karena
adanya perubahan keadaan yang mendasar dibandingkan dengan keadaan
pada saat kontrak dibuat. Apakah hubungan-hubungan hukum
(rechtsbetrekki gen) yang telah diciprakan oleh suatu kontrak telap bcrlaku.
meskipun telah terjadi perubahan keadaan yang mcndasar? Sejauhmana
pengaruh atau elek perubahan (changed c.ircumstancer) itu terhadap
berlakunya kontrak?

Dalam hal te{adi seperti di atas, ada asas hukum yang berlaku umum
(general prificiple of 1dw) yang diakui oleh segenap bangsa. Asas ini sangaj
berakar ke dalam kesadaran hukum (/ega1 ca[sciusnees). setidak-tidaknya
bagi bangsa yang hrrlu,u perdrranla drkembangkan dari hukum Roma,rr
yakar doctrine rehus sic stantibus (Vamvoukus, 1985: 57). Mengenai
kalusula diktrin ini, Deschenaux mengemukakan: ..Tout conttut tleyrait etre
suppose comfie sujet rte la condiion si bien qu'il reslare attachant s'll n'y d
pas de cllabce dens laquelle la circumstance qui se cleveloppe au motue t ou
le contrat est ef?due" (Dcschenaux, 1912:35 Conl Black, 1979: 1139)
(Every contract must be pres netl to be suhject ta the conditio that it bill
remain binding a b tf o change oturrs in the cLrcuntances extant ot the
tifie the contruct \tcll maLle).

Di beberapa negara asas rebus sic stoxibus ini berlaku secara formal.
Ada tiga dokt n yang rcrmasuk dalam asas ini. yang didapati di berbagai
negala. Ketiga doktrin dimaksud adalah gescha,ftsgrudlage (bundation of
the contract) dari Jerman, imprevision dari Perancil, dan frustrdtion of
co tract dari Inggis. Pengetulan formal asas ini dituangkan ke dalam:
1. pemturan perundang-undangan (legislatio ), misalnya di dalam hukum

Italia, Yunani, Mesir, dan Honga a;
2. Peraturan perundang-undangan darurat (euergency legislation\, mlsal.ilya

pada hukum Pemncis, Belgia, Finlandia, Spanyol, Amcrika Latin, dan
Brazilia;

3. Keputusarl Pengadilan Uudiciul decision), misalnya pada hukum Il1ggris.
Amerika Serikat, Scotlandia, Afrika Selatan, Kanada, dan Australia;

4. Kombinasi dari yang disebutkan pada angka 1,!,3, di atas, misalnya
dalam hukum Jerman, Swiss, Austia, dan Skandinavia (Vamvoukus.
1985:57).

Beberapa cara penuangan asas ini memperlihatkan adanya penggunaan asas
ini ke dalam hukum nasionalnya.

Meskipun lerdapat asas yang sama yang berlaku di perlabagi negara,
dalam hal tertentu, setiap negara memberikan penyelesaian yang berbeda,
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khususnya masalah perubahan keadaan (cha ged circumtakces) yang

menimpa suatu kotrak setelah kontrak itu ditutup. Pe$edaan ini

dimungkinkan, mengingat adanya perbedaan sistem hukum yal1g dianut

n"gr.u yung bersangkutan, misalnya ada yang menganut civil law' dan ada

yang menganut common law Meskipun demikian, dalam kedua sistem

irukum lersebut terdapat kesamaan dalam menerapkan perubahan keadaan

dalam suatu kontrak Kesamaan itu adalah "suatu keadaan bembah" ("

change in circumstances) hanyalah mempr-rnyai pengaruh atau efek terhadap

.rutu kont uk yang berlaku, apabila perubahan keadaan itu mengakibatkan

lenyapnya dasar dari konhak (Schleisinger, 1910].5'72)

Di dalam citil law Drj/em, Ienyapnya dasar da kontrak dapat terjadi

dalam hal keseimbangan atas pemenuhan prestasi bersama itu terganggu'

karena keseimbangan itu merupakan dasar dari setiap kontrak ry"1llagmatik'
Synallagmatik di srni adalah a bilateral or reciptocal contract in \thich the

parties"expressly enter into mutual engage ents, each bindi g himself to the

other. Such arc co tracts ofsale hirinS elc. (Balck. 1979: 1300)

Berkaitan dengan hal di atas, Dalhuisen rnengatakan"This cha ge in

circumstdnces ftfiy brikg forth at situation i't trhich one af the parties has ta

bear a gl'eater tisk tha origially i)as etpected and sgreed uforr trl tltll
siruatio; rhe cohtractual balance is il2ersll' (Dalhuisen, 1975; 49) Lebih

lanjut ia mengatakan "Obviously the essenstial elefiant i1 eihel case is the

re;djustment-so lhat uot o e of the palties become the benefactor and-

anoiher the victim of an occurefice not allowed fot in the co tracludl

balance of interest; Dengat demikian, untuk memulihkan kembali

keseimbanian (kepentingan) kontrak, diperlukan suatu penyesuaian kembali

kontrak.
Sejalan dengan pendapat di atas, widono Prodjodikoro mengatakan

penyesuaian kontrak dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

iembali kepentingan para pihak Lebih lanjut ia mengatakan "semua

peraturan-peraturan huium sebetulnya bertujuan Le arah keseimbangan dari

perbagai Lepeutingan ini Karena peraturan-peEturan hukum itu hanya

bikinan seseorang atau orang-orang sebagai manusia belaka Seorang

manusia bersifat tidak sempuma, karena itu sudah barang tentu segala

peratumn hukum menganrJung sifat tidak sempurna juga Bagaimana

iclitipun orang membuat peratuan hukum, namun dalam pelaksanaannya'

nam;ak sedikit banyak mengandr:ng kejanggalan Karena .itu dalam

pelaksanaan suatu peraturan hukum, pihak-pihak yarlg berkepentingan harus

*"n"-.kun tujuan hukum, yaitu supaya ada keseimbangan antara perbagai
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kepentirgan yang bersangkutan" (prodjodikoro, 1962: E2). Kontrak yang
dalam hukum perdata Indo[esia sebagai Lru bagi mereka yang
mengadakannya dapat dilakukan perubahan apabila mengarah pada
keseimbangan. Hal ini terjadi baik dalam civil lalr syste maupun dalam
common law system,

Sementara itu, selain ada kesamaan, penerapan asas /?b r -!l.
stant{bus daTarn citil lo-- system d.an common /a s-rsrem juga mengandung
perbedaan. Perbedaan dimaksird adalah sebagai bedkut:
1. Da1a1n ciyil lay, s),stem

Dalafi ciyil lab slstem, penerapan asas rebus sic stanrihus didasarkan
pada adanya ketentuan itikal baik, yang diatu- dalam undang-undang.
Ketentuan rni memberi kenrungkinan kepada pengadilan untuk
menyesuaikan kontrak, apabila ada perubahan keadaan yang
menghendakinya demikian. Dasar ini dapat disamakan dengan asas
verlragstreue (cantrdctulll loyality) dan securi^, of (antruct. dalam erti
bahu,a suatu kontrak itu harus, sejauh mungkin, dipenahankan sekalipun
dalam bentuknya berubah dan pengakhiran konlrak akan merupakan
upaya hukum yang terakhir (lust rcmedt). Ini berarli, meskipun telah
terjadi perubahan keadaan, kontrak harus tetap dipertahankan, dan unruk
tetap memberi keseimbangan, boleh dilakukan perubahan konhak.

2. Dalatn common latr slstem
Menunrt sistem ini, pencrapan doktrin rer r sic sttl tibus diciasarkan
pada syarat diam-diam dalam kontruk (implied tern of the contruct),
yang dipcrkimkan timbul akibat dari adanya maksud bersama atau kcdua
belah pihak di dalam kontrak. Sistem ini memandang bahrva perubahan
keadaan yang dipertimbangkan hanyalah perubahan kcadaan yang erat
hubungannya dengan konrak. Hal ini sesuai dengan asas bal.irva hukurn
tidak melindungi para pihak atas hal-hal yang c1i luar pe{anjirur
antarmereka, dan pengadilan tidak mempunyai kekuasaan
membebaskannya. Ini berarti penerapan asas /eD?/r sic stufitibus hanya
dapat dilakukan, apabila perubahan kcadaan yang tc4adi telah
diperkirakan sebelumnya dan erat kaitannya dengan hal-hal yanS djatur
dalam kontrak. Di sini pengadilan tidak mempunyai kckuasaan unruk
mengubah kontrak, apabila hal-hal perubahan itu tidak ada hubungannya
dengan kontrak yang telah disepakati para pihak.

Dalam perkenrbanghannya, doktrin lnggris yaknt doctrine lrustration
telah dianggap sebagai ketentuan hukum obyektif. Dalam pcnerapannya.
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pengadilan lnggris menggunakan suatu fiksi rc\lang fair a d reasonable

Selanjutnya, dalam kontrak intemasional, perubahan kontrak itu

masih dimungkinkan. Namun persoalannya adalah asas apa yang menjadi

dasar perubahannya? Hal jni mengingat. dalam kontrak internasional,

khususiya jual beli barang, sangat etat dengan aspek pengangkutan barang

anlamcgara. Anggapan yang selama ini berkembang, pengangkutan barang

dilakukan melalui laut. Hal inipun terjadi di Indonesia yang merupakan

negala kepulauan.- 
Oalam realita, kontrak jual beli intemasional yang menggunakan

pcngangkutan laul, antara lain kontrak dengan syarat FOB, CIf FAS 
-dan

Lx-.trip. Ir,lestipun para pihak dalam kont'ak mengulaikan bahwa

kontraknya bersyaral FOB, namun iemyata, apabila terjadi konflik mengenai

keraguan tentang syarat FOB, pengadilan berw'enang untuk mengkajinya

g,,na- -.netapkan apukah dalam kenyataannya kontrak tersebui ad1lt-sYtu

fontrak FOR atau bukan. Kenyataan ini seperti dikemukakan oleh D N4' Day

bah* al

''Ihc tlkitian ofhllen'er a conttnct i\ or 
^ 

hat a FaB cohnact is at tuet'l\ uh aLtd'nu
.'. .j, ,,r.,'.-, nltt,1 ,?1n''t tt t-at-'r5' -p'-.''h'ttt -rat' t't \1 'o " rt't'tt.
-t.t t,- r,t rc h.t "d,-\betith"tl .o '', 1a' tAB "ll rnt r''' ' 11\ 

" ' '''lra'r' I

uun night *ell etttnine the contt-acr rhev hate mtde and cak to the 
'onclutLo 

dktt t is

tlDt ot foct a,i FoB contt.lci'(Day, 1975 : 40)'

l uluannya hanyalah untuk menastikan kcbenardn syaral FoB lrng narrtr

aapat aipakai untuk melihat hak dan kewajiban lain para pihak serla

kcmungkinan adanya perubahan atas kontrak

i"b"nu-yu, gugu.- dasar dari kontrak FOB adalah bahwa si penjual

mendapatkan pembayaran harga baralg yang diperhitungkan sampai dengan

biaya-biaya pemuatan barang di dalam kapal di pelabuhan pemuatan yang

tel;h dis;pakati. Setelah barang itu dimuat di dalam kapal, maka semua

kepemilikan dan risiko beralih kepada pembeli, sehingga sejak itu barang

."njuai U"bun dan tanggung jawab pembeli Meskipun demikian' masih

dimungkinkan bahwa si penjual menguashakan untuk melaksanakan

keu,ajiian-kewajiban di luar bennrk yang ketat (strict fatn) kontrak FOB'

Misainya. penjual berusaha memperoleh mang kapal (shipping space)'

mcngatur atau mengurus pengangkutannya, atau mengurus asuransl atas

nami pembeli. Keriajiban kewa;iban tambahan ini bLLkan dalam rangka

melaksanakan kontrak FOB, melarnkan melaksanakim suatu faktur yang
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dibentuk tersendi (terpisah da kontrak FOB). lni berarti keu,ajiban-
kewajiban tambahan ini tidak mempengaruhi kontrak FOB, dalam arti tidak
harus mengubah kontrak FOB sesuai dengan kewajiban tambahan yang
disepakati bersama.

Meskipun kontrak dengan syarat FOB tampak kaku (ketat), nanlun
sebenamya masih dimungkinkan adanya variasi, yang lazim dikenal dengan
sebutan sa/e FOB .r/o\red. Variasi ini sifatnya hanya menambah tanggung
.jawab si penjual, yakni tidak hanya atas pemuatan barang di atas (dalam)
kapal, melainkan juga dalam hal menempatkan secara tepar barang-barang
itu ke daiam nrang-ruang rn:J,atan (cargo space). Dai segi pembiayaan, ada
perbedaan antara kontrak dengan FOB ketat dan dengan sale FOB stowed.
Apabila kontrak dengan FOB ketat semua biaya hingga pemuatan
ditanggung pembeli, sedangkan kontrak dengan sale FOB stowerl biaya lain
berkenaar variasi itu ditanggung oleh si penjual (Day, 1975:46). Bahkan di
Ame ka Serikat, kontrak FOB ini mengandung arti sangat 1uas, sebagaimana
dikatakan oleh D.M. Day bahwa "It should be noted that in LIS usage the
term FoB ls employed in e very wide sense to meon in effect delivery to so
tlldt the US equiw ent ofthe English FoB.,r,ould be FoB yessel".

Selain kontrak FOB, kontrak intemasional dapat dilakukan denqan
kontrak CIF. Ko[trak ini merupakan kontrak terpenting di antara kontrak-
kontrak lain menganai pengangkutan barang melalui laut, sehingga para
pihak mengutakan kontrak ini. Faktor yang mempengaruhi pentingnya dan
pengutamaan kontrak ini, salah satunya adalah tersedianya kapal dan tanf
muatan. Para penjual barang lebih tertarik memilih kontrak ini, karena proses
pengangkutan dan penyerahan barang relatif mudah, serta mudah
memperhitungkan biaya muatan dan pengiriman barang ke tenpat
psmbongkaran yang dituju. Selain itu, si pembeli turut terbantu, karena sl
penjual bukan hanya memuatkan barahg ke dalam kapal, tetapi juga
mengurus dan mengirimkan barang sampai ke tempat pembongkaran yang
disepakati.

Kelebihan lain dalam kontrak CIF ini, si penjual membayar semua
biaya muatan dan pengiriman, pembungkaran barang di tempat yang
disepakati dan asuransi. Namun semua dokumen penrbayaran, yang berupa:
faktur yang menunjukan harga barang (irvol.e), polis asuransi (ir.rrrdrce
p//ry), konosemen yang menunjukan biaya pemuataIr dan pengiriman barang
(bill of ktdi g) ditawarkan kepada pembeli. Bagi kedua belah pihak (penjual
dan pembeli) cara ini saling menguntungkan. Bagi pembeli, ia tidak harus
bersusahpayah mengu ls proses pemuatan dan pengiritnan barang.
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sedangkan bagi penjual adalah dokumen-dokumen yang dibuatnya mudah

dialihakn kepada pembeli dengan jalan penyerahan fislk atar endosemen.

Dalam transaksi jual beli intemasional, transfer dokumen dengan cara

demikian, merupakan bagian cara (solusi) mengatasi permasalahan hukum

dalam kontrak intemasional.
.Metode pembayaran dalam transaksi (kontrak) intemasioanl, baik

dengan syarat FOB maupun CIF dilakukan dengan cara membuka

documentary credit alan dikenal dengan nama bankers commercial credit.
Metode ini paling aman bagi lalu lintas pembayaran, dalam hal ini
pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjr-ral yang berbeda negara.

Dalam menggunakan metode ini, kedit dibuka oleh pembeli atas dasar

syarat dalam kontrakjual beli.
Dalam hal di atas si pembeli menginstruksikan kepada bank

(lazimnya banl di negara penjual sebagai bank koresponden) untuk

membuka suatu kedit atas nama penjual. Kemudian baDk tersebut akan

memberitahu kepada penjual tentang telah dibukanya suatu kredit atas nama

penjual. Si penjual hanya dapat menarik kredit tersebut atas dasar

penr.rnjukan dari pembeli melalui dokumen-dokumen pengapalannya yang

telah diserahkan kepada bank tersebut Pada akhimya, metode ini

memberikan kemudahan dan keamanan dalam proses pembayaran dalam

kontrak jual beli intemasional.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpula[ bah\r'al

Kontrak intemasiorul dapat dilakukan perubahan, yang dimungkinkan

karena adanya keadaan yang berubah, yang menyebabkan dasar atau

esensi konhak itu lenyap. Lenyapnya esensi kontak menyebabkan

keseimbangan kepentingan pada pihak terganggu. Karena itu, dalam

kontrak intemasional, perubahan kontrak tidak menjadi masalah, yang

penting esensinya tidak berubah, artinya tetap ada keseimbangan

kepentinga[, meskipun keseimbangan kepentingan itu sifatnya dinamis

yaitu menyesuaikan perubahan keadaan.

Dalam kontrak intemasional, kepemilikan barang yang dijual ada dua

kemungkinan. Pertama, barang telah beralih menjadi milik pembeli

(asing) saat barang-barang itu sudah dimuat di atas (dalam) kapal

pengangkut. Kedua, kepemilikan barang kembali berada pada penjua)

1.

2.
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(Indonesia) dalam hal pembeli gagal memenuhi prestasi pembayaran
barang yang telah disepakatinya.

3. Metode pembayaxan yang aman dalam kontrak internasional adalah
melalui pembukaan dokumen kredit (credit documentary) pada banl
korespnden. Pihak pembeli membuka kedit atas nama penjual pada bank
di ,negara penjual. Penjual memperoleh pembayaran melalui bank
tersebut atas dasar penjunjukan dari pembeli melalui dokumen yang
diserahlan kepada bank.
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